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IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) 
DI DESA KELINJAU ILIR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR  

Novian Ashari

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan instrumen untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan negara di Indonesia. Semangat membangun kepercayaan merupakan modal yang harus dikedepankan dalam pengelolaan dana tersebut. Tumbuhnya kepercayaan telah mengembalikan modal sosial yang selama ini tidur nyenyak bangun dan bergairah kembali untuk mengejar ketertinggalan desa. Dalam proses pelaksanaan Implementasi dari ADD diharapkan dapat dikoordinasikan dengan semua pihak baik itu Lembaga Pemerintahan Desa maupun Non-Pemerintahan yang dilakukan secara partisipatif artinya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Balikpapan.
Pendahuluan
Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memiliki tujuan salah satunya adalah mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Format pemberian otonomi bagi desa yang di dasarkan pada adat istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan Pemerintahan saat ini telah di atur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa. 
Hal tersebut menunjukan bahwa secara legalitas, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu di tingkat pemerintahan desa. Dengan diberikannya kewenangan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa berupa ADD, maka sudah semestinya Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan tersebut dan sekaligus untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah desa tersebut.
Alokasi Dana Desa merupakan instrumen untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan negara di Indonesia. Semangat membangun kepercayaan merupakan modal yang harus dikedepankan dalam pengelolaan dana tersebut. Tumbuhnya kepercayaan telah mengembalikan modal sosial yang selama ini tidur nyenyak bangun dan bergairah kembali untuk mengejar ketertinggalan desa. Mekanisme pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan selama ini kurang melibatkan desa. Kedudukan desa dikatakan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Pada kenyataannya, desa tidak mungkin berkedudukan sebagai subyek dikarenakan banyak faktor yang tidak dapat dipenuhinya seperti misalnya, kelemahan modal dan sumber daya. Sehingga pada praktiknya, tanpa dibantu oleh pemerintah, desa tidak sanggup melakukan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah sudah
seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri.
Adapun mengenai masalah yang terdapat dalam Implementasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Kelinjau Ilir seperti:
1. Adanya penggunaan dana ADD yang tidak sesuai dalam perencanaan.
2. Minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan ADD terutama SKPD terkait.
Artikel ini menyoroti Implementasi alokasi dana desa (ADD) di desa dengan berfokus pada proses perencanaan dan penganggaran, pada proses pengelolaan, hal yang harus di perhatikan adalah bagaimana proses pengelolaan yang telah dilaksanakan, apakah dalam proses yang telah dilaksanakan telah mentaati prosedur dana aturan pelaksaan pengelolaan ADD, yaitu seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pelaksaan. Proporsi sasaran penggunaan alokasi dana desa, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Wali Kota.  Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% ( tigapuluh persen ) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% ( tujuhpuluh persen ) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 2(dua) minggu, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan serta pengamatan secara langsung di lapangan.
Agar analisis ini memiliki pijakan teoritis, pada bagian berikutnya akan dibahas terlebih dahulu keragka dasar teori sebelum memfokuskan pembahasan tentang peranan sistem informasi manajemen berbasis komputer tersebut. Adapun peranan sistem informasi manajemen berbasis computer tersebut akan dicoba untuk dipaparkan.

Kerangka Dasar Teori
        
Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:68) menjelaskan makna implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, biasanya di awali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan di laksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik di kehendaki atau tidak-dari output tersebut dampaknya sebagian di persepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan yang penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang peraturan yang bersangkutan.


Dunn (2000:70), mengartikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai di capainya hasil kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang di bedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis”. Menurut Jones dan Widodo (dalam Widodo, 2001:86)  merumuskan batasan implementasi sebagai “a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus di kerjakan.

Lebih jauh Van Meter dan Van Hom (dalam Widodo, 2001:195) mengatakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu Standar dan tujuan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Pengertian Desa


Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, desa diberikan pengertian sebagai berikut : Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia."

Menurut Sunardjo (2006 : 9) menyebutkan "Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri."

Pemerintahan Desa


Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/Kelurahan dan keberhasilan Pembangunan Nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang mengatur tentang pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

Pemerintahan/Birokrasi demikian pula dikatakan oleh Indarwanto (2001;16); masyarakat Jawa kuno yang konon dahulu disebut Jawa Dwipa atau Pulau Jawa di juluki sebagai Lumbung Padi di kepulauan Nusantara ini, sebenarnya telah terbiasa dengan aturan-aturan; Jaga tirto, ulu-ulu atau kuwowo. Bertalian dengan jaringan Irigasi. Merupakan bentuk dari penerapan bentuk Pemerintahan.
Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
· Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
· Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
· Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
· Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
· Pinjaman desa
Keuangan Desa


Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat nilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)


Pengertian mengenai APBDes dapat dibaca pada PERDA Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7/2000 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa pasal 2 adalah sebagai berikut: APBDes adalah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan desa.
Hasil dan Pembahasan

Proses Perencanaan dan Penganggaran 


Proses perencanaan dan penganggaran ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang  ada di desa baik lembaga permasyarakatan secara umum forum musyawarah di tingakat desa.
Dalam penyusunan RKA Pemerintah Desa harus mengacu pada Dokumen Rencana Kegiatan (DRK) yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa. Penyusunan RKA oleh Pemerintah Desa Kelinjau Ulir juga mengagendakan pembahasan mengenai rencana tahap-tahap penggunaan anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena ADD terealisasi dalam 4 tahap pencairan.Sehingga dengan sudah tersusunnya tahap-tahap penggunaan anggaran maka pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal prioritas rencana waktu pelaksanaan suatu program dan kegiatan.Selain itu dalam pencairan anggaran untuk mendanai kegiatan yang ingin dilaksanakan, hal ini perlu dilakukan supaya dalam penggunaan anggaran pada setiap tahap dapat Dipertanggung jawabkan sesuai dengan rencana awal tahap-tahap penggunaan anggaran.

Permasalahan yang muncul pada proses perencanaan dan penganggaran dilakukan di Desa Kelinjau Ilir nya itu khususnya mengenai pembiayaan kegiatan yang dilakukan bertahap pada dua tahun anggaran akan tetapi tidak dapat terealisasikanya suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga berakibat pada tidak terselesaikannya suatu kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena di Desa Kelinjau Ilir ternyata belum memiliki system perencanaan yang terpadu untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan terpadu adalah system perencanaan yang disusun secara berjangka.
Selanjutnya RKA yang telah disusun oleh Pemerintah Desa diajukan kepada Bupati Kutai Timur Kepala Bapemas melalui Camat Untuk dilakukan Verifikasi,  asistensi dan legislasi.Asistensi dan verifikasi RKA Desa dilakukan oleh sub bagian Keuangan atau Tim Asistensi Bapemas Kutai Timur atas Kewenangan yang telah dilimpahkan oleh kepada Bapemas. Sedangkan pejabat yang  berwenang dalam legislasi  RKA/DPA  adalah kepala Bapemas, kepala Bawasda dan Camat setempat. Apa bila dalam proses verifikasi teryata masih ada kekurangan dan kesalahan maka pemerintah Desa wajib melakukan perbaikan sampai RKA yang di ajukan dinyatakan lolos Verifikasi oleh TIM.
Proses Pelaksanaan Anggaran


Dalam proses pelaksanaan anggaran tentunya terlebih dahulu diawali dengan pencairan dana ADD oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang pada tahun 2009 pencairan dana ADD dilakukan oleh bagian Bantuan Sosial Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.


Dalam proses pencairan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang pertama harus dilakukan adalah membuat surat permohonan pencairan dana ADD dan persyaratan berkas lampiran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa, perlu dilakukan observasi dokumen surat permohonan pencairan pada semua tahap pencairan ADD. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa telah membuat permohonan pencairan dana ADD dengan persyaratan berkas dan lampiran yang telah lengkap seperti yang ada dalam aturan.

Realisasi pencairan ADD  terbagi dalam  4  tahap, pada tahap pertama sebesar Rp 161.954 390 dan tahap kedua Rp 242.931.584 sedangkan tahap ketiga dan keempat belum terealisasi. Penggunaan anggaran pada setiap tahap harus mengacup ada perencanaan tahap penggunaan anggaran yang  telah ditentukan pada saat penyusunan RKA/DPA. Hal ini perlu diperhatikan sebagai wujud tertibnya pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan.

Berkaitan dengan  proses  pencairan dana ADD yang telah dijelaskan oleh kepala desa tersebut kemudian dilakukan observasi dokumen rencana tahap  penggunaan anggaran ADD dan mengkonfirmasikan realisasi waktu pencairannya.
Penentuan dan penunjukan pelaksana teknis kegiatan baik untuk kegiatan yang bersifat fisik maupun kegiatan non fisik seperti pengadaan barang, jasa dan lainnya, secara terperinci pengaturan mengenai hal itu tidak ada dalam pedoman pelaksana ADD di Kutai timur .selama ini yang di jadikan pedoman bagi Kepala desa untuk mengambil keputusan mengenai hal itu adalah ketentuan seperti yang di gunakan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penunjukan pelaksanaan kegiatan program dan proyek baik pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan fisik yang dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu apabila nilai anggaran pada suatu anggaran di bawah 50 juta maka dengan mekanisme penunjukan langsung dan apabila nilai anggaran  pada suatu kegiatan lebih dari 50 juta maka dilakukan mekanisme lelang terbuka untuk menentukan rekanan atau pihak ketiga sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut.
Proporsi Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa


Aloksi dana desa ( ADD ) digunakan untuk membiayai dua komponen belanja desa, yaitu yang pertama belanja untuk pelaksanaan pembangunan publik atau masyarakat secara umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penuntasan kemiskinan, pemberdayaan serta peningkatan pelayanan dasar (kesehatan,pendidikan,kewargaan ) dan yang kedua belanja operasional rutin pemerintah Desa yaitu bertujuan untuk menunjang pelaksana kinerja pemerintah di desa sekaligus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Peran ADD di Desa Kelinjau Ilir
Pengalokasian ADD yang sebenarnya bisa diterapkan di lapangan namun pada kenyataannya banyak penyimpangan – penyimpangan yang terjadi seperti untuk sarana-sarana yang perlu bnyak mendapat perhatian yaitu sarana tempat ibadah yang sudah lama pengerjaanya sampai sekarang belum selesai-selesai. Namun ada pula yang dalam lapangan yang berhasil di terapkan seperti, semenisasi jalan utama, lapangan volley, Pos Kamling. Dilihat dari hasil  yang ada sangatlah kecil peran yang telah diberikan oleh penganggaran ADD untuk penyerapan nilai infrastruktur desa ini.
Pengalokasian ADD disini sangatlah tidak berperan sama sekali dikarenakan belum bias dianggarkan dalam Rencana Penganggaran Alokasi ADD.
Kesimpulan

Efektivitas pengelolaan ADD di Desa kelinjau Ilir di tinjau dari prosesnya  masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, yaitu pada proses perencana kegiatan pembangunan  yang belum melibatkan seluruh masyarakat secara umum dan untuk pelaporan pertangung jawaban Kepala Desa juga belum sepenuhnya melakukan pertanggung jawaban khususnya kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD. Nilai ADD yang di terima Desa Kelinjau Ilir adalah sebesar Rp 404.855.974 pada tahun anggaran 2011 yang terbagi 2 jenis belanja yaitu Belanja langsung (60%) dan Belanja tidak lansung  (40%).

Nilai Pos Belanja Langsung yang dialokasiakan sebesar 60% dari total ADD Tahun 2011 sebesar Rp 226.526.236. Dari total pos belanja langsung sebesar Rp 226.526.236 dialokasikan sebesar  Rp 178.359.738 atau 40% dari 100% anggaran belanja langsung tahun 2011 , artinya bahwa pos anggaran untuk pembangunan yang bersifat fisik lebih kecil dari pembangunan non fisik. Dari keterangan tersebut diatas dapat pula penulis simpulkan bahwa peran ADD dalam pembangunan infrastruktur fisik Desa Kelinjau Ilir masih sedikit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran ADD dalam pembangunan insfrastuktur desa di Desa Kelinjau Ilir adalah factor penghambat dan factor pendukung. Faktor penghambat terdiri dari SDM aparat pemerintah desa yang masih rendah dan masih rumitnya birokrasi pengurusan ADD dari Kabupaten khususnya dalam proses pencairan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masih adanya dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan melalui swadaya dan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan perhatian atas aspek keuangan desa baik secara kuantitas dan kualitas.

Dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa Kelinjau Ilir Telah memiliki rencana yang cukup baik, namun hanya sebatas kualitas intelektual melalui pendidikan formal, keterampilan dan pelatihan saja, sehingga perlu dilakukan dengan peningkatan kualitas moral dan komitmen dalam menjalankan rencana dan mengevaluasi  rencana tersebut karena tanpa hal tersebut seberapa pun bagus rencana tidak akan membawa kita keluar dari dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Dalam proses pelaksanaan Implementasi dari ADD diharapkan dapat dikoordinasikan dengan semua pihak baik itu Lembaga Pemerintahan Desa maupun Non Pemerintahan yang dilakukan secara partisipatif artinya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Memberikan pengertian dan meningkatakan kesadaran akan pentingnya peran dari ADD dalam pembangunan infrastruktur desa, yang perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta penyedian dan penambahan fasilitas merupakan hal yang sangat penting bagi kelancaran pembangunan.

Perlu diterapkannya strategi-strategi yang tepat guna membentuk kebijakan yang dapat meningkatkan peran ADD pada pos belanja pembangunan infrastruktur Desa.
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